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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana
Narkotika Ditinjau Dari Teori Penyertaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn. Mre dan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jmb), Maraknya
kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai
perantara menjadi perhatian khusus. Anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh jaringan
narkotika karena dianggap bahwa hukuman yang diterima Anak jauh lebih ringan
dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Peran Anak
scbagai perantara dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipisahkan dari konsep
penyertaan pidana. Teori penyertaan pidana ini berguna untuk menentukan peran
spesifik Anak dalam tindak pidana narkotika, sehingga dapat ditentukan bagaimana
bentuk pertanggungjawaban mercka dalam tindak pidana yang mereka lakukan,
Penclitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Anak scbagai perantara
dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari teori penyertaan pidana. Metode penclitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan
pendekatan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor:
27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mre dan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jmb.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Anak dalam kedua putusan yang menjadi
fokus analisis adalah scbagai witlokken, sebuah kondisi dimana anak bertindak scbagai
perantara atau kurir dalam transaksi jual beli narkotika. Dalam konteks ini, anak pelaku
menjalankan tindak pidana atas perintah pelaku utama yang memberikan iming-iming
imbalan uang scbagai upah. Motivasi anak pelaku untuk terlibat dalam aktivitas ilegal
ini timbul sebagai respons terhadap tawaran upah tersebut, yang kemudian memicu niat
untuk melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Anak sebagai Perantara, Tindak Pidana Narkotika, Teori Penyertaan
Pidana, Uitlokken
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset yang dimiliki Indonesia yang berguna untuk
meneruskan cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin
eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Namun pada dasarnya perkembangan
kejiwaan pada Anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat
berperan sebagai pembentuk karakter Anak. Seiring dengan berkembangnya zaman
membuat pola pikir dan tata karma Anak semakin menurun.! Hal ini juga
memunculkan perilaku penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang
anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
olen Anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak tersebut, juga
disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi dan juga kurangnya pengawasan orang tua
terhadap kegiatan Anak.?

Dalam perkembangannya, sistem hukum peradilan pidana Anak mengalami
beberapa perubahan mengingat sifat hukum yang mengikuti kebutuhan hukum di

masyarakat, maka ketika aturan atau undang-undang tersebut dirasa tidak mampu lagi

! Ria Juliana, Ridwan Arifin. Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan
Hukum), Jurnal SELAT Vol.6 No.2 Agustus 2019, https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019 diakses
pada 15 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB him 225-234.

2 Widodo, S. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan
Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). Kosmik Hukum, Vol. 7 No. 1 Januari 2017,
http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2318 diakses pada 15 Agustus 16.43
WIB him 50-61.



dalam memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan dianggap tidak mampu
dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berhadapan
dengan hukum, maka dari itu muncul gagasan untuk memperbarui undang-undang
tersebut, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.?

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, yang
mana menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia.
Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan yang sebelumnya
mengutamakan pembalasan atau hukuman setimpal dan bersifat absolut bagi Terdakwa
tindak pidana, menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih
humanis. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal
1 ayat (3) adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun tua yang
diduga melakukan tindak pidana.*

Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat
menyedihkan dan mengkhawatirkan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan sejarah penggunaannya pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk

% Yory Fernando. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, JISIP (Jurnal IImu
Sosial Dan Pendidikan), VVol. 4, No.4 November 2020, https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398 diakses
pada 15 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB him 28-29.

4 Lubis, M. R., & Putra, P. S. Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum. Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No.1 April 2021,
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354 diakses pada 15 Agustus 2024 pukul 17.11
WIB hlm 226-241.



pengobatan dan sebagai alat untuk melakukan ritual keagamaan, jenis narkotika yang
awalnya digunakan adalah candu atau lebih dikenal dengan sebutan madat atau opium.>
Narkotika menjadi salah satu faktor yang mendorong maju nya bidang pengobatan dan
pelayanan kesehatan di Indonesia namun, jika narkotika disalahgunakan
penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya,
karena akan menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan, dan karena dampak
ketergantungan ini maka harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat.®
Dalam sejarah perkembangan pengaturan tentang narkotika, Indonesia pertama
kali mengatur terkait tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1976 tentang Narkotika.” Namum dalam perkembangan tindak pidana narkotika di
Indonesia, peredaran narkotika semakin meluas dan meningkat. Kejahatan ini
dilakukan dengan modus operandi yang kompleks, menggunakan teknologi canggih
dan juga didukung oleh jaringan organisasi yang luas, oleh sebab itu menyebabkan
banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, sehingga perlu dilakukan
pembaharuan hukum atau pengaturan terkait undang-undang narkotika, dan
diberlakukan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

5 Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, (Malang: Setara Press, 2014), him. 3.
® 1bid.

" 1bid., him. 8.

8 Ibid., him. 9.



Grafik 1: Jumlah Kasus Narkotika di Sumatera Selatan (2022-2023)
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Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan mencatat
adanya peningkatan jumlah tersangka pelaku tindak pidana narkotika yang berhasil
ditangkap sepanjang tahun 2023. Pada tahun ini, jumlah tersangka yang ditangkap
mencapai 2.429 orang, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, di
mana jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 2.379 orang. Dari keseluruhan barang
bukti yang disita, peredaran narkoba jenis sabu tetap mendominasi dengan jumlah
kasus yang terungkap mencapai 130,4 kg pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan
peningkatan sebesar 6,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah

kasus yang terungkap adalah 127,58 kg sabu. Berdasarkan data ini menunjukkan



adanya peningkatan kasus tindak pidana narkotika khususnya di wilayah Sumatera
Selatan.®

Sindikat pengedaran narkotika ini cenderung memanfaatkan Anak karena
berbagai alasan, termasuk keyakinan bahwa hukuman yang akan diterima Anak jauh
lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa, serta
asumsi bahwa Anak akan lebih mudah menghindari pengawasan ketat dari aparat
penegak hukum.® Selain itu, sindikat ini juga menyadari bahwa masyarakat dan hukum
seringkali memberikan empati yang lebih besar kepada Anak, sehingga Anak ini
dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengaburkan aktivitas kriminal dan
menghindari deteksi. Dengan cara ini, Anak tidak hanya dijadikan korban eksploitasi,
tetapi juga ditempatkan dalam situasi yang merusak masa depan mereka dan
menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.!

Secara hukum, Anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
kejahatan. Indonesia telah memberikan perlindungan bagi Anak melalui berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

® Rmolsumsel.id, Artikel [Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat
Narkoba tahun 2023, [Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba -
RMOLSUMSEL.ID diakses pada 2 September 2024 pukul 16.50 WIB.

10 Aditya, R. S., Mahendra, M. H., & Arifianto, T. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Yang Menjadi Kurir Narkotika. Lex Suprema Jurnal llmu hukum, Vol. 5 No. 1 Maret 2023,
http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/663. diaskses pada 31 Agustus
2024 pukul 20.30 WIB. him 207-221.

1 Aristawati, R. Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep
Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi. Jurist-Diction, Vol. 5 No0.3 Mei 2022, https://e-
journal.unair.ac.id/JD/article/download/35805/21269. diaskses pada 1 September 2024 pukul 12.43
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tentang Perlindungan Anak.'? Anak yang seharusnya berada di bawah perlindungan
hukum, pada kenyataannya justru sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkotika
untuk menjalankan berbagai peran dalam jaringan peredaran narkotika. 1

Hal ini mendapat banyak perhatian dan kekhawatiran yang besar bagi
masyarakat di Indonesia. Khususnya dalam keterlibatan Anak diberbagai jaringan
narkotika menyebabkan berbagai polemik, khususnya sejauh mana negara sudah
melindungi Anak yang ikut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan
merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.'*

Peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika tidak dapat
dipisahkan dari konsep penyertaan pidana, yang mengacu pada keterlibatan lebih dari
satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP
terdapat beberapa jenis penyertaan pidana, yaitu: yang melakukan (Plager), menyuruh
melakukan (Doenplager), turut serta (Medeplager), sengaja Membujuk (Uitlokker),
dan membantu melakukan (Medeplichtigheid). Dalam kasus ini, Anak seringkali
diposisikan sebagai penyerta dalam tindak pidana yang sebenarnya didalangi oleh

orang dewasa. Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan mendalam mengenai

12 Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu. Perlindungan Hukum
Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Sam
Ratulangi Journal of  Linguistic  Studies  Vol. 11 No. 4 Mei 2023,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48130. diaskses pada 31 Agustus 2024
pukul 21.00 WIB. him 5.

131 Muliawan, | Sugiartha, and | Dinar. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika
Pada Anak. Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 Mei 2022,
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5026. diaskses pada 31
Agustus 2024 pukul 21.30 WIB. him 66-70.

14 Aditya, R. S., Mahendra, M. H., & Arifianto, T. F. Op. Cit., him 215.



bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada Anak
dalam jaringan peredaran narkotika.'®

Teori penyertaan pidana dapat menimbulkan kerangka hukum yang
komprehensif untuk menganalisis keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindak
pidana termasuk peran Anak sebagai perantara, dengan mempertimbangkan bagaimana
setiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus
bertanggung jawab sesuai dengan kontribusi mereka dalam tindak pidana tersebut.®
Dalam konteks ini, teori tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap
peran yang dimainkan oleh pelaku, termasuk Anak, diperhitungkan dengan cermat
untuk menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka dalam tindak
pidana yang mereka lakukan.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat penting
dalam hukum pidana. Teori ini memberikan landasan bagi penegak hukum untuk
menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak atas suatu tindak pidana.
Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami proses peradilan pidana dan

pentingnya penegakan hukum yang adil.}” Namun, apabila Anak yang terlibat, penting

15 Sengkey, N. W. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming. Lex Privatum, Vol. 10 No. 5 Agustus 2022
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42826. diaskses pada 1 September 2024
pukul 13.19 WIB. him 1-10.

16 Muthahir, A. Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku
Pembunuhan Berencana. Jurnal Thengkyang, Vol. 6 No.1 Februari 2022
https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/147. diaskses pada 2 September 2024 pukul 13.36
WIB. him 35-51.

17 Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him.
16.



untuk menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan holistik, yang tidak hanya fokus
pada aspek tanggung jawab pidana, tetapi juga pada kebutuhan akan keadilan restoratif,
rehabilitasi yang sesuai, serta perlindungan hukum yang memadai bagi Anak.

Terdapat dua kasus Anak yang menjadi perantara dalam tindak pidana
narkotika yakni, pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 27/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn Mre dan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn
Jmb. Berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor:
27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre menyatakan terdakwa Anak yang berinisial P yang
berusia 15 tahun berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di Kota Palembang terbukti
secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak
atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan | bukan
tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama
: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di
Palembang dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Sedangkan berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb menyatakan terdakwa Anak yang berusia 17
tahun berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di Kota Jambi terbukti secara sah dan
meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan
hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua)
Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sungai Buluh dan pelatihan

kerja selama 1 bulan.



Anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh sindikat pengedar narkotika,
yang memanfaatkan mereka sebagai perantara untuk menghindari deteksi oleh aparat
penegak hukum. Anak juga sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi
hukum dan sosial dari tindakan mereka, sehingga mereka sangat mudah menjadi target
dari tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pengedar narkotika. Maka dari itu
penelitian ini perlu dilakukan untuk menentukan tingkat keterlibatan secara spesifik
mengenai peran yang dimainkan anak dalam tindak pidana narkotika, dan juga bentuk
pertanggungjawaban pidana pada Anak khusus nya dalam dua putusan yang menjadi
fokus dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan uraian mengenai permasalahan
hukum yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai
dasar penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi Analisis Anak Sebagai
Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Teori Penyertaan
Pidana Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn Jmb.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan
yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ditinjau
dari teori penyertaan pidana berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-

Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb?
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2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai
perantara dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor :
27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb?

C. Tujuan Penelitian
Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan dan

menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan-
tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran anak sebagai perantara dalam
tindak pidana narkotika ditinjau dari teori penyertaan pidana berdasarkan
Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn
Jmb.

2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban pidana
terhadap anak yang berperan menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika
berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-
Anak/2022/Pn Jmb.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan

dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait analisis
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peran anak di bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam
transaksi narkotika sesuai dengan teori penyertaan pidana.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa
mendatang, terutama mengenai analisis peran anak di bawah umur yang
dijadikan perantara dalam transaksi narkotika sesuai dengan teori
penyertaan pidana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan
dan pemahaman yang berkaitan dengan menganalisis peran anak di
bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam transaksi
narkotika sesuai dengan teori penyertaan pidana.

b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah
pemahaman dan wawasan dalam bidang hukum terkait dengan analisis
peran anak di bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam
transaksi narkotika sesuai dengan teori penyertaan pidana.

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
dan pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu
diambil ketika seorang anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana
narkotika, terutama dalam konteks sebagai perantara dalam tindak pidana

tersebut.
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E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diambil penulis dalam pembahasannya tetap fokus dan
tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Maka ruang lingkup
yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yakni terbagi dalam dua aspek
permasalahan, yang pertama mengenai bagaimana karakteristik peran anak sebagai
perantara dalam tindak pidana narkotika jika ditinjau dari teori penyertaan pidana dan
yang kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anak yang berperan
sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika.
F. Kerangka Teori
Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki landasan teori yang
berguna untuk memperjelas serta menguatkan konsep penelitian ini, adapun teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Teori Penyertaan Pidana (Deelneming)

Suatu kejahatan dapat melibatkan lebih dari satu individu, yang dalam hukum
pidana dikenal dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP, istilah yang
sering digunakan untuk penyertaan tindak pidana adalah deelneming, yaitu ketika dua
orang atau lebih terlibat dalam suatu tindak pidana.'® Menurut pendapat Prof Satochid
Kartanegara, deelneming terjadi ketika satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau

lebih dari satu orang.'® Moeljatno juga menegaskan bahwa konsep penyertaan memiliki

18 Leden Marpaung, Asas — Teori — Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.
7.

19 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001),
him. 497.
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implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam penentuan tanggung jawab pidana.
Ketika terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka setiap
pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan
kontribusinya masing-masing dalam peristiwa tersebut.?

Sedangkan Menurut pandangan Van Hamel, konsep penyertaan dalam tindak
pidana merujuk pada suatu doktrin hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab
pidana dibagi ketika suatu kejahatan melibatkan lebih dari satu orang. Inti dari ajaran
ini adalah bahwa meskipun suatu tindak pidana secara hukum dapat dilakukan oleh
seorang pelaku tunggal, dalam praktiknya seringkali terdapat keterlibatan pihak-pihak
lain yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut.?:

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep penyertaan dalam tindak pidana, mengacu
pada situasi di mana lebih dari satu orang terlibat dalam suatu tindak pidana. Setiap
individu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran
dan kontribusinya masing-masing. Meskipun secara hukum suatu kejahatan dapat
dilakukan oleh satu orang, dalam praktiknya seringkali terdapat keterlibatan pihak lain
yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori penyertaan pidana digunakan untuk

menganalisis bagaimana anak-anak dapat berperan sebagai perantara dalam tindak

20 E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
(Jakarta: Storia Grafika, 2012), him 98.

2l Setyowati, I. 1. A. Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam kasus perkosaan
anak. Media luris, Vol. 1 No. 2 Juni 2018,
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1273031&val=16196&title=pembantuan
%20dan%20penyertaan%20deelmening%20dalam%20kasus%20perkosaan%20anak. diakses pada 6
September 2024 pukul 19.21 WIB, him 281-198.
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pidana narkotika. Anak-anak sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkotika karena
dianggap lebih mudah dikendalikan dan memiliki risiko hukuman yang lebih ringan.
Dengan menggunakan teori penyertaan pidana, penelitian ini akan mengidentifikasi
peran spesifik yang dimainkan oleh anak-anak dalam jaringan tersebut.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Van Hamel berpendapat, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya
kesadaran dan pemahaman dari pelaku bahwa tindakannya melanggar norma-norma
hukum dan moral yang diterima secara luas, serta kemampuan untuk mengendalikan
perilaku tersebut sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat.?? Simons
juga mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi
mental yang memungkinkan seseorang untuk memahami konsekuensi hukum dari
tindakannya dan membuat pilihan yang rasional. Dengan kata lain, individu tersebut
harus memiliki kesadaran hukum yang memadai serta kebebasan berkehendak untuk
memilih antara melakukan tindakan melanggar hukum atau tidak. Hal ini menjadi dasar
bagi penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum.

Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan jika
pertanggungjawaban pidana merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut harus memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan dalam undang-undang agar dapat dikenai sanksi pidana. Untuk

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindakan tersebut harus mengandung unsur

22 Eddy O.S Hiarej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2017), him 155-156.
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kesengajaan atau kealpaan.?® Dengan kata lain, pelaku harus memiliki niat atau
kelalaian dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat
dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk
menganalisis bagaimana anak-anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak
pidana narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Anak-anak sering kali
dimanfaatkan oleh jaringan narkotika karena dianggap lebih mudah dikendalikan dan
memiliki risiko hukuman vyang lebih ringan. Dengan menggunakan teori
pertanggungjawaban pidana, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana anak-anak

dapat dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam jaringan tersebut.

G. Metode Penelitian
Dalam penyusunan karya ilmiah, sangat penting untuk menerapkan metode dan
teknik penelitian yang spesifik dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar masalah yang
ingin dipecahkan dapat menghasilkan temuan baru yang signifikan. Metode penelitian
sendiri merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang mencakup tata cara, langkah-
langkah, dan prosedur yang sistematis. Prosedur ini dirancang untuk mengumpulkan

data yang relevan dan valid, yang kemudian digunakan untuk mendukung proses

2 Fauzan Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah,
Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia. Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol. 4 No. 2 Mei 2024, https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731.
diakses pada 2 September 2024 pukul 09.39 WIB. him 197-212.
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penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan metode yang tepat tidak
hanya membantu dalam memperoleh data yang akurat, tetapi juga memastikan bahwa
penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang ilmu
pengetahuan yang sedang dikaji.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif sering kali
disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan oleh
fokus penelitian yang diarahkan pada peraturan-peraturan tertulis serta bahan hukum
lainnya. Penelitian ini lebih banyak memanfaatkan data sekunder yang tersedia di
perpustakaan atau sumber-sumber dokumen lainnya.?* Dalam konteks ini, peneliti
mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang telah ada, serta bahan
hukum lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh
mengenai topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian normatif ini tidak
hanya bergantung pada data primer, tetapi juga sangat mengandalkan data sekunder
yang telah terdokumentasi dengan baik di berbagai sumber kepustakaan.
2. Pendekatan penelitian
Beberapa teknik pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach)

24 Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh
Penulisan Karya IImiah Bidang Hukum, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), him 51.
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Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang
menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-
undangan sebagai dasar utama dalam proses penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti
secara mendalam menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah
untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan-peraturan tersebut dalam konteks
permasalahan hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (Case approach)

Pendekatan penelitian ini merupakan salah satu metode dalam penelitian
hukum normatif di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum
berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sangat
relevan karena kasus-kasus yang dianalisis memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa
hukum yang nyata dan terjadi di masyarakat. Dalam penerapannya, peneliti melakukan
telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang
dihadapi, kasus-kasus ini bukan sembarang kasus, melainkan kasus yang telah
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian ini jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah:
a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat

terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ada

maupun yang terbaru. Dalam konteks penelitian ini, peraturan perundang-undangan
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tersebut digunakan sebagai acuan dasar. Peraturan perundang-undangan yang

digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN No. 7
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
LN No. 8 Tahun 1946.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN No. 109,

TLN No. 4235 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. LN No. 143, TLN
No. 5062 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn
Mre

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung data yang

diperoleh dari bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum primer

seperti:

1) Buku-buku yang mendukung penelitian ini

2) Literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini
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3) Hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian
ini
4) Kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini
5) Pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mendukung penelitian ini
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum penelitian
adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penulis akan melibatkan
pembacaan dan penelaahan berbagai referensi yang umumnya berupa tulisan, seperti
buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Proses ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam, yang nantinya
akan dijadikan sebagai bahan rujukan utama dalam penyusunan tulisan ilmiah. Selain
itu juga tentu nya bahan hukum yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-
undangan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara normatif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Analisis ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang ditemukan
dalam penelitian ini, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam proses analisis, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber
kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci. Pendekatan kualitatif

memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai konteks dan makna dari
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data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai isu yang sedang diteliti.
6. Teknik Penarik Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan deduktif yang penulis gunakan dalam penelitian
ini, yaitu penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual yang konkrit.
Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai analisis peran Anak
sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari teori penyertaan pidana :
(Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn
Jmb) Metode ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum
pada kasus-kasus individual yang spesifik, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang
menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti memulai
dengan mengidentifikasi suatu kasus atau peristiwa hukum tertentu, kemudian menarik
kesimpulan yang bersifat umum dari kasus tersebut. Dengan demikian, kesimpulan
yang dihasilkan mencakup ruang lingkup dari yang bersifat umum ke khusus, sehingga
diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan
hukum mengenai analisis peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika
ditinjau dari teori penyertaan pidana (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn

Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb)
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